jdih.metrokota.go.id
BAGIAKHUKUM SETDA KOTA METRO

L i

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

Menimbang > a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pembuatan Produk
Hukum Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah,
perfu memberikan pedoman mengenal Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah tersebut agar lebih terarah dan terkoordinasi;

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada hunf a perly ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

: Mengingst  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
& MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat | Way Kanan, Kabupaten Dagrah Tingkat || Lampung
Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat I Metro (Lembaran Negara Tahun
1949 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran MNegara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran MNegara
MNomor 3339);

4. Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah  Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

3. Keputusan Presiden Momwor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara
Mempersiapkan Undang-Undang ;

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1996 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
Undang. -Rancangan Peratran Daerah dan Rancangan Keputusan
Presiden ;

7. Keputusan Menter Dalam Megeri Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik
Pemyusunan dan mater muatan produk-produk. hukum daerah.

B. Keputusan Mendagri MNomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan ;
DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTLISKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAMN PRODUK
HUKLM DAERAH.

Ehappemidrporspaanstpm Lpnscdo bl peaymani pels



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(]

BAB |
KETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Dralam Peraturan Dasrah ini yang dmaksud dengan ;

a. Daerah adalah Daerah Kota Meiro;

b. Pemerintah Daersh adalah Kepala Daersh beserta Perangkat Daerah yang |sin sebagai
Badan Ekzekutif Daerah;

¢. Kepala Daerah adalah Walikota hetro.

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

&. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Metro;

f. Kepala Dinastkantor'badan/lembagaiunit kera selanjutnya Kepala unit kerja adalah kepala

Dinaskantontadan/iembagaiunit kerja dlingkungan Pemerintah Dagrah Ko Metro,

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah adaah semua Peraturan Daerah yang dibuat aleh Pemenntah Kota Metro

atas persetujuan DPRD;

i, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah adalan Produk Hukum yang
ditetapkan oleh Kepala Dagrah.

j. Mota Pengantar adalah pengantar yang berisi lalar belakang mater pokok yang diatur dalam
Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Walkola ke DPRD:;

k. Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Dagrah Kota Metro;

|. Rancangan Akademik adalah hasil kajian yang disusun oleh unit kera pemerakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Daersh yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan
ke Perguruan Tinggi atau Pihak ketiga lainnya yang mempunyal keahlian untuk menyusun
paraturan Pergndang-undangan;

m. Panitia Musyawarah adalah Panifia Musyawarah OPRD Kota Mefro.

Partisipasi masyarakat selanjutnya disebut partisipasi adalah bentuk keikutsertaan dan atau

keteribatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak fangsung sejak awal sampa

dengan proses pengambilan keputusan publik dalam penyslenggaraan Pemenntahan

Daerah.

=i

=
i

BAE i
BENTLUK-BENTUK DAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

. Bentuk-bentuk Peraturan Daerah adalah :

(1). Peraturan Daerah :
a. Peraturan Daerah
b. Peratueran Daerah Perubahan.
¢. Peraturan Daesah Pencabutan.

“{2). Keputusan Kepala Dagrah :

a. Keputusan Kepala Daerah yang bersifat menatapkan.
b.Kepulusan Kepala Daerah yang bersifat mengaiur.

13). Instruksi Kepala Dagrah.

Pazal 3

(1)Setiap Peraturan Daersh mempunyai bentik sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan yang beraku.

(2) Bantuk dan Teknik penyvusunan Peraturan Daerah sebagaimana ercantum pada Lampiran
Peraturan Daerah ini.

(3) Benfk dan teknik penyusunan keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada
lampiran Peratururan Dagrah ini,

(4} Bentuk dan teknik penyusunan infruksi Kepala Damrah sebagaimana tercantum pada
lampiran Peraturan Daerah ini.
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Pasal 4

(%) Peraturan Daerah Perubahan terdir dari 2 {dua) Pasal yang ditufis dengan angka Romawi
yang terdiri dari :
a, Pasal |, berisi materi-mater, Pasal dan ayat yang akan diubah.
b. Pasal ll, berisi usul pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan,
(2) Bunyi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah sebagaimana dmaksud pada ayal (1) huruf 2
Pasal ini idak peru disebutkan lagl dalam Peraturan Daerah Perubahan.
(3) Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (figa) kali dan seterusnya harus
ditetapkan denmgan Peraturan Daerah baru,
(4) Bentuk dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana tercanium pada
Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal &

,{1) Pencabutan suatu Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan 2 {dua) cara, yaitu :
a. Dinyatakan dalam salah satu Pasal dalam ketentuan penutup atau Pasal-pasal terakhir
dan Peraturan Daerah yang ban.
b. Dinyatakan dalam Peraturan Daerah Pencabulan tersendin,

(7] Bentuk dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Pencabutan sebagaimana tercantem
pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB ll
KEWANBAN PENYUSUMAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
Pasal &

. Kepala Daerah berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daeran
kepada DPRD.

Pasal 7

. bpablla Rancangan Peraturan Dasrah disetujui oleh DPRD maka persetujuan tersebul
ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD, selanjulnya Peraturan Daerah itu dtandatangani
oleh Kepala Daerah.

Facal &

~ [1) Rancangan Peraturan Daerah selelah dibahas oleh DPRD temyata masih memeriukan

perbaikan dan penyempurnaan, dikembalikan kepada Kepala Dagrah agar diperbalki dan
dicempurnakan untuk kemudian diajukan kembali kepada DFRD.

" [2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ditolak aleh DPRD,

maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikembalikan kepada Kepala Daerah disertai
dengan slasan/penjelasan dan fidak dapat disjukan kembali ke DPRD.
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BAB IV
PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal o

_ Rancangan Peraturan Daerah dapat dprakarsai oleh Unil Kerja dan diajukan kepada Kepaia

Daerah, untuk dibahas Tim Perumus bersama Dinas Instans terkait.
Pazal 10

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD digjukan kepada Kepala
Daersh, dkoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atzu pejabat Unit Kera yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah untuk selanjuinya mengikut tatacara sebagaimana diatur dalam BAR VI
Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Kepala unit Kerja dapat mengambil prakarsa penyvusunan Rancangan Peraturan Daerah
urtuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

(2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dmaksud pada ayal
(1) Pasal ini, wajib dimintakan persetujuan terebih dahulu dari Kepala Daerah melalul
Sekretaris Daerah Kota dengan disertal penjelasan selengkapnya.

. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayst (2) d atas mengenal konsep Peraturan yang

meliputi -

a Latar belakang dan tujuan penryusunan.

b. Sasaran yang ingin divwujudkan.

¢. Pokok-pokok pikikan, lingkup atau obyek yang akan diatur.
d. Jangkauan dan arah pengaturan

Pasal 12

Dalam rangka pengharmonisan sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi vang akan
dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah, Kepala Unit Kerqa pemrakarsa penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah wajib mengkosuliasikan seriebin dahulu dengan Kepala Bagian
Hukum Setda Kota Metro dan Kepala unit Kerja lannya yang terkait.

Pasal 13

(1) Kepala unit Kerja pemvakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah apabila
dipandang periu dapat terlebih dahulu menyusun rancangan skademik.

(2) FPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah ddakukan oleh unit kerja pemrakarsa bersama-
sama dengan Bagian Hukum dan pelaksanaannya dapat melibatkan Unswr Perguruan
Tinggi atau pihak ketiga [sinnya yang mempunyal keahlian untuk itu.

Pasa 14
(1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah memedukan rancangan akademik, maka
rancangan akademik yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dijadikan
bahan pembahasan dalam forum konsuliasi.
(2} Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diundang para

ahli dari ingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di bidang sosial, politk, profesi atau
kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebatuhan.
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(3) Kepala Bagian Hukum dapat menugaskan salah satu Sub Bagian diingkungan tugasmya
untuk. secara fungskonal berindak sebagal penyelenggara forum konsuitasi yang bersifat
permanen antar unit kera.

Pasal 15

Upaya pengsinkronisasian dan pemantapan konsepsl Rancangan Peraturan Daerah diarahkan
pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan |dickogi Megara, Kebijskan Nasional,
kebijakan daerah, aspirasi masyarakal, norma-noma adat dan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Dasrah.

Pasal 16

11} Dalam hal telah diperokeh singkronisasi dan pemantapan konsepsi, kepala unit kerja
pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persefujuan prakarsa penyusunan
Rancangan Perafuran Daerah kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(2) Apabilla singkronisasi dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum
konsultzsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala
Bagian Hukum dengan Kepala Und Kerja pemrakarsa melalui Sekretaris Dasrah Kota
melaporkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatian keputusan.

Pazal 17

Persefujuan Kepala Daerah terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Dasrah
diberitahukan secara ferfulis oleh Sekretars Daersh Kota kepada Kepala Unit Kerja
pemrakarsa dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.

BAB
PROSEDUR PENYUSUNAM PERATURAN DAERAH.
Pasal 18

Rancangan Peratwan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD dan Unit Kerja besena
penjelasannya disampaikan sacara tertulis kepada Kepafa Daerah untuk selanjuinya digjukan
kepada DPRD,

Pasal 19

Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenal hal yang sama maka yang dibahas
adalah Rancangan Persturan Daerzh yang sesual dengan fugas pokok dan fungsi Unit Kerja
yang bersargkutan.

Pasal 20

(V) Sefiap Rancangan Peraturan Daerah yang digiukan periu dilakukan harmonisasi maten dan
sinkronisasi pengaturan.

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pacal ini disjukan kepada Sekrefaris
Daerah.

(3) Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronicasi pengaturan sebagaimana dima'ssud
ayat (1) pasal ini Sekretaris Daerah menugaskan Kepada Bagian Hukum.
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Pasal 21

(1) Pimpinan unit kerja bare dapat menyiapkan draf awal dan melskukan permbahasan apabila
sudah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

(2) Dalam melakukan pembahasan draf awal harus mefibatkan bagian Hukum dan unit kera
terkait.

Pasal 22

Tanpa mengurangi prakarsa unit kerja sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini,
Bagian Hukum dapat melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 23
{1) Penyusunan Rancangan Perafuran Daerah dapat dibentuk tim unit kerja.

(2) Tim sebagaimana dmaksud ayat (1) diketuai oleh Pejabal Pimpinan unit keda yang
ditunjuk oleh kepala Daerah dan kepala Bagian Hukum sebagai Sekretaris Tim.

Pazal 24

(1) Rancangan Peraturan Daerah selesai dilakukan pembahasan, pimpinan unit Kerja
menyampaikan kepada sekrefaris Daerah melalui Bagan Hukum entuk selanjutnya
digjukan kepada Kepala Daerah.

(7} Sebelum Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepaca kepala Daerah, harus terleki
dahuly mendapat paraf unit kerja terkart.

(3) Pelaksanaan paraf sebagaimana dimaksud ayal (2] Pasel ini dikoordinasikan oleh
Sekrataris Daerah yang dalam hal ini Bagian Hukum.

Pasal 25

Rancangan Peraturan Daersh yang telah mendapst paraf koordinasi pimpinan unit kera,
disampaikan oleh bagian Hukum kepada Sekretaris Daeran untuk diajukan kepada Kepala
Daerah.

Pasal26 o/ Yk

W

(1) Rancangan Pesaturan Daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, Ferafuran Daerzh
Perubahan dan Peraturan Daerah Pencabutan disjukan kepada DPRD.

(2) Produk Hukum Dagrah yang berbentuk-Keputusan atau Instruksi Kepala Daerah langsung
ditetapkan cleh Kepala Daerah. AL

BAB Y
PARTISIPASI MASY AHAKAT
Pascal 27

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi
masyarakat

ArPradik vkl
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BAR VI
TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD yang disampaikan kepada Kepala
Daerah dibahas oleh Tim Perumus

Pasal 29

Pejabat yang bertwgas uniuk mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
sebagamana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, berkewajban untuk -

a. Mengkonsultasikan Raperda disertal pendapat, perfimbangan serta saran penyempurnasn
yang digjukan Tim Perumus kepada Kepala Unit Kera lainnya yang terkait.

b. Menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga pelaporan Rancangar Peraturan Daerah
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam wakte 30 (figa puluh) han sajak {anggal
penerimaan Surat Sekretaris Daerah Kola mengenai penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Kepala Daerah menyampaikan kembal Rancangan Peraturan Dagrah sebagaimana dimaksud
Pasal 78 Peraturan Daerah ini dengan Surat Pengantar yang berisikan penerimazn urtuk
pembahasan lebih lanjut atau tdak difeimanya Rancangan Peratran Daerah disera alasan-
dlasannya,

Pasal 31

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerzh balk yang berasal dar Kepala Daerah maupun yang
berasal dari prakarsa DPRD di DPRD dilakukan melalui 4 (empat) tahap kecuali apabila Ketua
DPRD atas pertimbangan Panilia Musyawarah menentukan lain,

Pasal 32

Fembahasan Tahap Pertama meliputi :
1, Penyampaian | Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapal Paripuma ferhadap Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah

2. Penyampaian | Penjelasan Fimpinan Komisi | Pimpinan Rapal Gabungan Komisi atau Fimpinan
Panifia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan
Diaerah yang berasal dari Prakarsa DPRD.

Pasal 33

Pembicaraan Tahap kedua medpati -
{, Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yangberasal dari Kepala Daerah :

a. Pandangan Umum dalam Rapat Paripuma oleh Anggota yang membawakan susra
fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

b. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna techadap Pandangan Umum sebagaimana
dimaksud pada bulir 1 a.

2 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Prakarsa DPRD -

a. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Diaerah
Prakarsa DPRD.
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b. Jawaban pimpinan Komisilpimpinan gabungan komisi atau pimpinan panita khusus
atas nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat Kepadal Darah
sebagaimana dimaksud bufir 2.a.

Pazal 34

Pembahasan tahap ketiga meliputi :

a. Laporan Paniia Khusus DPRD kepada Pimpinan DPRD.

b. Bilamana dipandang perlu, DPRD dapat menghadirkan pejabat teknis yang terkait.

¢. Dari laporan Panitia Khusus DPRD terhadap tugasnya masing-masing , akan ditanggap
oieh Anggota Paniia Khusus lain dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah.

d. Dinas kerkait dapat mengajukan saran atau jawaban bilamana diperiukan.

e, Atas dasar laporan dan pembahasan Panilia Khusus, maka Pimpinan DPRD mengambil
Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk dapat disjukan pada Rapat
Paripurna DPRD.

Pasal 35

Pembahasan tahap keempat mefiput :

a. Pandangan akhir Fraksi-fraksi DPRD.

b. Pengambilan Keputusan oleh Pimpinan DPRD ferhadap Rancangan Perauran Daerah
uniuk disetujui atau ditolak,

Pazal 36

(1] Setelan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, pimpinan
Rapat Paripurna memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk memyampaikan
sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut,

(2) Peraturan Daerah yang telah mendapat Persetuan DPRD ditandatangani oleh Kepala
Daerah.

BAE \ill
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 37

(1) Peraturan Daerah yang sudah disetujui oleh DPRD, dilaksanakan oleh Kepala Dasrah
dengan Keputusan Kepala Daerah,

{2) Keputisan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tanpa perseiujuan
DPRD.

BAB |X
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH.

Pazal 38

{1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunya kekuatan hukum dan
mengkat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah,

(3} Pembertahuan Pengundangan Peraturan Daerah disampaikan pada Mented Dalam Megen
dan atau Gubemur Propinsi Lampung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
tangoal diundangkan.
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Pasal 39

[1) Setiap pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah diberi nomor dan sen
tertenty sesuai dengan jenis Peraturan Daerah tersebut.

(7} Seri untuk Lembaran Dagrah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berkut .

d.

o oD o

Serl A bagi psmuatan Peraturan Dagrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,

Seri B : bag pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

SeriC cbag pemuatan Feraturan Daerah tentang Redribusi Daerah,

Seri D : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.

Seri £ - bagi pemuatan Peraturan Daerah ysang mengatur mater Peraturan Daerah
salain huruf a sampai dengan d.

Pasal 40

11} Peratwan Daerah yang telah diundangkan dalam Lemberan Daerah disebarluaskar
kepada masyarakal oleh Bagian Hukum.

(2) Penyebarluasan Lembaran Daerah dilakukan dengan cara .

d.

. b,

C.

Dismumrikan melalui media cetak dan elekironk,
Diumumkan di kantor-kantor Kecamaltan dan Kelurahan Kota Metre.
Cara-cara lain yang dapat digunakan agar masyarakat dapat mengetahuinya.

BAB X
TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH.

Pasal 41

Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :

a. Padabagian atas ditulis dengan huruf kapital * L EMBARAN DAERAH KOTA METROD

b. Disamping sebelah kin Lembaran Daerah Kota Metrd terdapat "Lambang Daerah Kota
Metro™

¢. Dibawah Lembaran Daerah dan Lambang Daerah Kota Metro terdapat Nomor Lembaran
Daerah, kemudian ditengahvtengah dicantumkan Tahun pengundangan dan disebelah

. kanannya dicanturmkan Seri dan Nomor .

d. Dibawah Nomor, Tahun dan Seri Nomor di beri garis tebal.

g, Sefelah garis tebal sebagaimana dimaksud huruf d ayat inl dimuat cecara lengkap si
produk. hukum Dagrah yang bersangkutan dengan kentuan cap dan tanda tangan Kepada
Craerah

BAB Xl
KETENTUAN PENUTLIF

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala keteniuan yang mengalur hal yang
sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal teknis
pelaksanaanya akan diatur derigan Keputusan Kepala Daerah.

'\-'lil'g e Thowre P Houala Thopd Lilka
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Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sefak tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah Kota Metro.

Disahkan di : Metro
Pada tanggal - 19 Nopember 2002

WALIKOTA METRO, \Jﬁ“

_—/;’

/-;’ MOZES HERMAN
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Pasal 44

Peraturan Diasrah ini mulai berlaku sejak tanggal diyndangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penampatannya dalam Lembaran Daerah kKota Mefro.

Digahkan di : Metro
Pada tanggal : 19 Nopember 2002

WALIKOTA METRO,
——————————
MOZES HERMAN
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Lampiran : Peraturan Daerah Kota Metro
MNomor
Tanggal

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan Daerah terdin atas :

mTmooms

x

1.

2.

Judul

Pombukaan

Batang Tubuh

Penulup.

Penjelasan (jika diperukan)
Lampiran (jika diperiukan)

Judul

Sefiap Peraturan Daerah diberi judul.

Judul Peraturan Daesah memuat keterangan mengenal : Jenis, nomor, Tahun
pengundangan atau penelapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan yang
diatur.

Mama Peraturan Dagrah dibuat secara singkat dan menserminkan isi Peraluran
Diaerah,

Judul ditulis selurubnya dengan hurul kapital yang ditengahnya margin tanpa

digkhir tanda baca,

Pada nama Peraturan Daerah Perubahan ditambah kata PERUBAHAN di depan
jucul Peraturan Daerah yang diubah, '

Bagi Peraturan Daerah yang diubah lebih dari sekali, diantara kata FERUBAHAN
disisipkan bilangan tingkat yang menunjukan tingkat perubahan tersebut fanpa
mering perubahan-perubahan sebelumnya.

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempuryai nama singkat Peraturan Lasrah
Perubahan dapat menggunakan judul singkat Peraturan Daerah yang diubah.

Pada nama Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata PENCABLTAN
didepan judul Peraturan Dagrah yang dicabut

B. Pembukaan
Pembukaan Peraturan Daerah memuat :

ik L - LR S

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah.
Konsiderans.

Dasar hukum.

Memutuskan

Menetapkan

Mama Peraturan Dacrah

Pada pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraluran
Daerah dicantumkan kata dengan RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang
diletakkan ditengah margin.

a.

Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah dilulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan ditengah margin dan diakhir tanda baca koma.

Konsiderans.

- Diawali dengan kata menimbang

_ Konsisderans memuat ursian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakan dan alasan pembuatan Peraturan Daerah

. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, fiap-tiap pokok pikiran
dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesaluan pengertian.

AclPrgailei iTukum doc
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. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad (kecil), dan dirumuskan

dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa’ dan diakhid dengan fanda
baca [;).

C. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata mengingat.

Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. Pada
bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan
perafuran daerah tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagal dasar hukum hanya
peraturan perundang-undangan yang fingkatennya sama atau lebih nggl.
Peraturan Daerah yang akan di cabut dengan Peraturan Daerah yang akan
dibentuk (atau ditetapkan) atau Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tatapi
belum resmi berlaky, idak dicantumkan sebagai dasar hukum,

Jika dasar hukum lebih dari saty maka pedu memperhatiken urutan hirarki
peraturan perundang-undangan yang urutannya secara kronologis berdasarkan
saat pengeluarannya.

Jika dasar hukum memuat febih dari satu peraturan penundang-undangan, Gap
dasar hukum diawali dengan huruf arab 1,2,3, dan seterusnya dan diakhiri dengan
tanda baca Titik Koma (;).

D. Memutuskan

Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapilal tanpa spasi antar
huruf dan diakhini dengan tanda baca () serta dilstakkan ditempat marin.
Diatas kata memutuskan, dicantumkan Frasa dengan persetujuan yang diletakkan
ditengah marfin, Huruf awal kata “Dengan persetujuan © ditufis dengan huraf °F°
kecil.

Dibawah kata dengan persetujuan, dicantumian frasa DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA METRO yang ditulis sefuruhnya dengan huruf kapita
dan diletakkan dilengah marjin.

E. Menetapkan

Kata menetapkan dicantumkan sesudah frasa MEMUTUSKAN yang disefajarkan
kebawah dengan kata menimbang dan mengingat, Huruf awal kata menetapkan
ditulis dengan huruf kapital dan diskhiri dengan tanda baca titik dua (3).

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah
frasa menetapkan dan didahul dengan pencantuman jenis Peraturan Daerah
serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik
(-

F. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerah memual semua substansi Peraturan Daerah yang
dirumuskan dalam Pasal-pasal. .

Pada umumnya substansi pada batang tubuh dukelompokkan dalam :

a, Ketentuan Limum

b, Mater pokak yang diatur

¢, Kotentuan pidana (jika diperiukan)

d. Ketentuan peralihan (Jika diperukan)

g. Kefentuan penutup.

Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya Bab
“KETENTUAN LAIN-LAIN® atau sejenisnya materi yang bersangkutan, diupayakan
untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab
tersendir dengan judul yang sesuai. '

APk Mol doc
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1. - Sanksi administralif dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan,
! pemberhenfian sementara , denda administratif atau data paksa palisional. Sanksi

keperdataan dapat berupa ganti kerugian.

Conftoh Bentuk Rancangan Peraturan Daerah ;

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR.......... TAHUN.............

TENTANG
(nama peraturan daerah)
= DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMETRO,
ManImiaNg. A IR i e s i W s R A P PR
@ % S S SR T E R
C. bah;u.la AN SEIBTUSIIE ..o et es co s e e e et me e e
Mengingat i TN Al L R B L Ea kWA A oy g b Ha T N
T
B e N L N B
Dengan persefuuan

DEVUAN PERVIAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
it MEMUTUSKAN
Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KOTAMETROTENTANG .......coocvicinninninnninin
........... { Mama Perahmran Daeral ] ..........c. oot v cciceticsees oo
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB Il
OBJEK DAN SUBJEK YANG DIATUR

Pasal ......
(Isi Pasal ...... ]

; gAD Ml
(Judtul Bab)

ooy i, uanis o Faperdiy Frouecier P ey
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Dan seterusnya ......

Agar sefiap orang mengetahuinga memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

. betro.
|
| Disahkan di Metro
Padatanggal ............
WALIKOTA METRO
Tanda tangan
FLARAA,
. Diundangkan di Metro
' Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO
Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTAMETRO TAHUN ...... NOMOR.......

APt Hokbungos
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II. PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :
a, Menyisipkan atau menambah materi kedalam Peraturan Daerah; atau
b, Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah,

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :
a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, Pasal, dan/atau ayat, atau
b, ¥Kalaistlah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tanda baca.

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat . Peraturan Dasrah
perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.

Pada dasamya batang tbuh peraturan daeran perubahan terdi atas 2 (dua) pasal yang
ditulis dengan angka romawl.

2 Pasal 1 memuat Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran

Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang dietakkan diantara fanda baca
kurung { {....) } serta memuat mater stau norma yang diubah. Jika maber perubahan
lebih dari satu, sefiap mater perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab
(1,23 dan seterusnya),

_ Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal 1 mamuat, huruf a,

tahun dan  nomor dar Peraturan Daerah perubahan yang ada serla Lembaran
Daerah yang diletakian di antara tanda baca kurung ( (...} ) dan dirinci dengan huruf
(abjad) kecil (a.b,c, dan selerusnya).

. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

_ Jika didalam Peraturan Dacrah difambah atau disisipkan Bab, bagian, paragraf, atau
pasal baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesual dengan
angka ayal yang disisipkan dan ditambah dengan huruf a,bc yang diletakkan diantara
tanda baca kurung { (...} ).

' Jika dalam suaty Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu Bab, bagian,
paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersabut
tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

G Contoh Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Perubahan ;

RANCANGAN
FERATURAN DAERAH KOTAMETRO
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR.... TAHUN..... TENTANG.......

(Untuk perubahan pertamal)
atau
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

NOMOR........ TAHUN....... TENTANG........
[Untuk perubahan kedua dan seterusnya)

A ifradad Pk ales
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[ WALIKOTA METRO,
BT o B s e e G L R N iE
B BEIWE -.vvv oo earemresresessassoesomeesessemsone e esssssessssssasansscss e
. DN (AN SEIETUSAYE «.vevvvvvre s ssesnsssresse st omss oo csontos e
AN T s o o A 8 A RSB 2 s e
G N S e e s
O 1 = 151 ) - [PPSO P
Dengan persatujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METROD
. MEMUTUSKAN :
| Menetapkan © PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE ....... PERATURAN
DAERAH NOMOR .... TAHUN ..... TENTANG......cccce oo
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Momor ... Tahun ........
tentang ....... divhah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal ..... (bunyi rumusan tergantung keperuan)
Pasal 2
Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. Agar sefiap orang mengstahuinya, memenntahkan pengundangzn
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Metro. -
Dizahkan di ; Matro
* Padatanggal : . eoicenes i
WALIKOTA METRO,
‘ Tanda tangan
NANMA,
Diundangkan di Mefro
Pada tanggal @ ........ocoeieen
SEXRETARIS DAERAH KOTA METRO,
Tanda Tangan
AN,
LEMBARAN DAERAH KOTAMETRO TAHUN ......... NOMOR .........

CHa Zery', Trona 4 apedh Proufur o) (14
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i, PERATURAN DAERAH PENCABUTAN.

[ "

]
¥

Jika Peraturan Daerah iama yang Gdak diperlukan l2gi dan digant dangna Peraturan
Dasrah baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan
Perundang-undangan yang fidak diperlukian i

Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan
sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam salah saiu
pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Dasrah yang baru, dengan
menggunakan rumusan dinyatakan tidak berlaku. '

Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diemunkan, fetapi belum
maulal berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendii dengan menggunakarn
rumusan dinyatakan ditarik kembali.

Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakuakan dengan perafuran pencabutan

tersendini, peraturan pencabutan it hanya memuat 2 {dua] pasal yang ditulis dengan

angka arab, yaitu sebagai berikut :

2 Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan fidak berlakunya Peraturan Dagrzh
yang sudah diundangkan atau diumurmkan tetapai belum mulai berlaku.

b. Pasal || memuat ketentuan lentang saat muali berlaku Peraturan Daecal
pencabutan yang bersangkutan.

Pencabutan Peraturan Daerah yang menibulkan perubahan dalam Peraturan Daerah
lain yang terkait, idak mengubah Peraturan Dasrah daerah lain yang terkait tersebut,
kecuall dtentukan lain secara egas.

Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah (pemah) dicabut, tidak otonomis baraku
thidup) kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabutnya di kemudian harn
dicabut pula,

Contoh Rancangan Peraturan Daerah Pencabutan :

RANCANGAM

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR.... TAHUN......TENTANG......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,
BMenimbang 8. DAIWAL .. ccoaimne e st )
T
A e B o e b o T Sl e s it

A iPrends i kv, dac
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Mengingat b e R B e s
B et
T I i) 155
Cengan persefujuan
DEWAMN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MUMUTUSKAN :
: Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR .... TAHUN ... TENTANG
Pasal 1
: Peraturan Daerah Nomar ..., Tahun ... tentang ....... (Lembaran Daerah
: . Tahun ... Nomor ...... , Tambahan Lembaran Megara Momer ....) dinyatakan
3 cﬁcahutl{bagi Peraturan Daerah vang sudah beraku) atau dinyatakan diterik
g kembali (hagi Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai
? berlaku).
g Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
; Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.
, Disahkandi : Meto
; Padatanggal :.......................
WALIKOTA METRO,
. Tanda tangan '
MARA
Diundangkan di Metro
Pada tanggal © .oooveeieviiiinens
oEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
Tanda Tangan & +
NAMA W
LEMEARAN DAERAH KOTAMETRO TAHUN ........ LNOMCR ...

Ty Lo, Py A Kapenda oo Py ko
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r V. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH.

1. Pengertian o
Keputusan Kepala Daerah adalah naskah Dinas yang berbentuk Perafuran Perundang-
undangan yang dibuat dan. dikeluarkan untuk aksanakan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggl dan sifatnya mengatur dan menatapkart.
2. Ciri-ciri
b. Materi yang bersifat pengaturan dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal
menggunakan angka bulat dan ditandatangani aleh wallkota.
c. Mater yang bersifal penetapan dituangkan dalam diktum PERTAMA | KEDUA dan
seterusnya, dan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pimpinan
! perangkat dazrah.

L

3. Susunan '
a. Keputusan Kepala Daerah terdiri alas -
1) Kepala Keputusan Walikota i
7) Pembukaan Keputusan Walikota
3) Bagian akhir keputusan Walikofta.

b. Kepala Keputusan Walikota terdir atas -
1) Tulisan "Walkala...........c.e. 5
27} Mama Keputusan yang ditulis "TENTANG .......... g

c. Pembukaan Keputusan Walikota, terdin atas :
1) Tulisan "Walikota ... J
2) Kongideran Menimbang dan Mengingat
3) Menetapkan] judul

d. 1si Keputusan \Walikota terdini atas .
1) Dirumuskan dalam bentuk Pasal-pasal dan ayat-ayal
2| Apahila materinya luas, dibagi dalam Bab-bab, bagian-bagian dan paragraf.

. Konsideran terdin atas |
1. Menimbany, memuat alasan-alasan perfimbangan-perimbangan pembuat
. ;o . keputusan dzn konstatering fakta-fakia secara singkat;
2 Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Keputusan dirmulai dari undang-
undang, peraturan pemerintah dan lain-lain peraluran perundang-undangan
vang meniacd dasar hukum  pembuatan keputusan tersebut,

{. Judul terdiri alas :
1. Tulisan 'Memutuskan';
2. Tufisan ‘Menetapkan’
3. Tulisan "Waikota ... Tertang ......... :

g. Bagian akhir Keputusan Walikota terdin atas:
1. Mama tempat ditetapkan;
2. Tanggal, Bulan dan Tahun,
3. Tanda tancan pejabat;
4. Nama Pejabat; o
5, Stempel Jabatan;

4. Penandatanganan.

a. Keputusan Walkota yang ditandatangani oleh Walikota dibuat distas formulir ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Wafikota dengan lambang negara
warna hitarm.

b. Otentikas! Kepuwmsar), Walikota yang ditandatangani olsh Walikota afau Sekretaris
Daerah. :

AWPradik ek ot
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I Contoh: Bentuk/Mods! Produk Hukum Keputusan Walikota yang bersifat pengaturan.
A
KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR. ... TAHUMN.........
TENTANG
WALIKOTA METRO
Menimbang : &, .......cocianinmnannns S e e S RIS
Bt AN A AR e 3 VS ) ATy A T A
. Mengingat : 1
B e e e
MEMUTUSKAN
Menatapkan : ...
BAB
. Pasal
Fasal
BAB
Bagian Pertama :
Pasal

A Frodek Talan dor
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Ditetapkandi...cviminmismmmiriis
Padatanggal ........coieeeemiimiicas
WALIKOTAMETRO
Tandatangan
MaMA JELAS
Contoh - BentukMiodel Produk Hukum Keputusan Walikota yang bersifat menetapkan;
KEPUTUSAN WALIKOTAMETRD
NOMOR :  (KPTS/I03/2002
' TENTANG
i . WALIKOTA METRO,
MemimBBIG & @, .. crsasianisnsins sususasises sas sosvay doibiass gedmad insvarans R R TR
B e s e s A S S S S
MemEingEl b A e e A el N e b it
b s i o 0 i o A b Y S e
MEMUTUSKAN :
Menstapkan :
. P I s e B A S e it
EEEL I b oot st Lt L e S s S e i
L TP
B e i A b 0 B it
T T TR
1|, s PR 5 Sl et i S o R P
Ditetapkan di ........ccoeninny
Pada tangga

An. WALIKOTA METRO
PIMPINAN PERANGEAT DAERAH!
SATUAN CRGANISAS!

MAMA JELAS
PangkatMIP

ATk findumane
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INSTRUESE WALIKOTA

Pengertian. _
Instruksi Walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada

nawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan.

1.

2

Cirt-ciri

oo o

i

b,

Berisi petunjuk teknis

Masa berlakunya lama

Setelah menetapkan tidak memakai judul

Menggunakan nomear bulat

Materinya diteangkan dalam bentuk diktum tulisan Kepada :, Untuk ;, Pertama -,
Kedua ;, dst.

Dapat menggunakan tulisan “Memperhziikan” selelah tufsan *Mengingat”

. Susunan

Instruksi Waliketa terdin atas |
1) Kepala Ingtruksi

2) Pembukaan Istruksi

3) lsi lstruksi

4) Bagian Akhir Instruksi

Kepala Instruksi terdin atas

1) Tulisan nstruksi Waliketa...........
7) Momor dan Tahun

3 Nama Instruksi

Pembukaan Instruksi Walikota terdir atas :
1) Tulisan “Walikota.........
2) Konsideran terdin atas .
- Menimbang
- Mengingat
- Memperhalikan
31 Menginstruksikan

Is! Instrukst dirumuskan dalam diktum “Kepada®, “Untuk”, PERTAMA®, KEDUA™dst,

Bagian Akhir Instruksi terdiri atas .
1) Nama tempat ditetapkan

2) Tanggal, Bulan dan Tahun

3} Mama Jabatan

4) Tandatangan Pejabat

5) Mama Jelas

§) Stempel Jabatan

. Penandatanganan
a.

Istruksi Walikota ditandatangani oleh Walikola dibuat diatas formulir ukuran folia .
dengan menggunakan kop naskah dinas Walikota dengan Lambang Megara
wama hitam.

Keabsahan salinan Instruksi Walixota yang ditandatangani oleh VWalikota dilakukan
oleh Sekretaris Daerah.

A Wreduk Meduor doo
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5 Beniuk/Model Naskah Dinas Instruksi Waliketa.,

INSTRUKS! WALIKOTA METRO
NOMOR.......TAHUM.........
TENTANG
WALIKOTA METRO
hianimbang B o s R 8 Y e SR A M i m (R R B R Som s R T
b. dst
Mengingal o T ciieienibern asid s s e s e s e e B
. 2. st
MamEErhatRaI & 1 oo i irirnes crii ey imiaan fwnmton frms rad drasiorsssns pde 4med 5 Sy dess aub s b e iras b arass
2. dst
MENGINSTRUKSIKAN ;
Kepada 1
2, dst
. Unfui
PERTAMA
KEDUA dst
ditetapkan di _......cooeeveeeeenn _
padatangdal .........cociciinianin
WALIKOTA METRO
Tandatangan
MWAMA JELAS
APk Weda e e

T

e ey
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PROSEDUR DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

. LML

Produk Hukum Daerah merupakan landasan bagi Pemerimtah Daerah dalam rangka
metaksanakan fugas pemenntahan, untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pembuatan
Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, Produk
Hukum Daerah yang terbentuk. benar-benar sesual dengan ketentuan yang barlaky.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

. Fasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jedas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pazal B
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
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. Pasal 13 .
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pazal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

. Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21 .
Cukup jelas

Pasal 22 ‘
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

) Pasal 24
. Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 2]
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pazal M
Cukup jelas

Pasal 30 :
Cukup jetas

A rPendak Hohie dai

D e s o i s T
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Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

. Cukup jelas

Pasdl 33
Cukup Jelas

Pasal 34 .
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37 .
Cukup jelas

Pasal3®
Cukup jelas

Pasal38
Cukup jelas
Pasal 40 - ‘
Cukup jelas
Pasal 41 ,
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasa 43
Cukup jelas

Pagal 44
 Cukup jelas

1]

{Tamhahaannbﬂml‘l Dgerah Kota Metro NOmor ..o )
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